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ABSTRAKSI 
 
ELLISA MAULINA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG 
KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke Gor 
Delta Sidoarjo) 
 
Penelitian ini didasarkan pada latar belakang fenomena timbulnya sentra-
sentra Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) atau disebut juga Pedagang Kaki Lima 
terutama di pusat-pusat dikeramaian kota yaitu salah satunya di Alun-alun Kota 
Sidoarjo. Penyebaran PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan gejala kurang 
terkendali, yang berdampak beralihnya fungsi suatu kawasan dalam hal ini adalah 
kawasan Alun-alun. Kawasan alun-alun kota yang seharusnya menjadi pusat 
pemerintahan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi menjadi pusat 
perekonomian menengah ke bawah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 
kualitatif dimana penelitian ini digambarkan suatu fenomena dengan jalan 
mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk 
mengembangkan pemahaman dan mendiskripsikan kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Alun-alun 
Sidoarjo. 
 Hasil dari penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Sidoarjo Cq. UPTD Alun-alun dan di GOR Delta Sidoarjo menyebutkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Sidoarjo Cq. UPTD Alun-alun Sidoarjo beserta Instansi-instansi terkait 
lainnya telah melaksanakan kebijakan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima Alun-
alun Sidoarjo dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pendataan Awal Relokasi 
PKL yaitu dalam pendataan awal PKL Alun-alun Sidoarjo telah terimplementasi 
dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana karena terpenuhi dari segi 
staf/petugas dilapangan yang juga berkompeten dalam bidangnya, serta adanya 
kerjasama yang baik dari pihak pedagang. 2) Proses Relokasi yaitu untuk proses 
relokasi PKL Alun-alun Sidoarjo telah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai 
dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun kekurangan dalam hal 
penyediaan sarana dan prasarana berupa tenda. 3) Penepatan Relokasi PKL yaitu 
penetapan relokasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu di GOR 
Delta Sidoarjo. Pengaturan lahan, pembagian tenda dan waktu berjualan berdasarkan 
kesepakatan bersama dan semuanya dapat berjalan sesuai rencana, namun belum 
maksimal dikarenakan belum ada pembinaan lebih lanjut dari Dinas/Instansi terkait.  
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia 
dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan 
kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta harus dapat memperhatikan tantangan perkembangan global. 
Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal 
ditujukan mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, 
maju, mandiri, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian, 
membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya merupakan agenda 
pembangunan yang penting dan strategis. 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota 
Propinsi Jawa Timur, yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan pesat 
walaupun munculnya musibah adanya semburan lumpur Porong, secara 
psikologis masyarakat merasakan dampaknya dengan belum terselesainya 
kebutuhan sosial masyarakat, namun dengan bangkitnya pemerintah memberikan 
motivasi sehingga kondisi beban psikologis dapat diatasi, keadaan ini dapat 
dicapai diantaranya berkat dukungan dan potensi wilayah yang dimiliki ; yakni 
posisi strategis, keunggulan sektor property, industri dan perdagangan usaha kecil 
dan menengah serta infrastruktur wilayah yang baik.  
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Kepesatan pembangunan menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah 
satu daerah strategis pengembangan perekonomian regional. Daya tarik wilayah 
yang menjanjikan, membuka peluang bagi terciptanya unit-unit usaha masyarakat 
yang beraneka ragam, diantaranya adalah timbulnya fenomena perkotaan yang 
berupa kemunculan sentra-sentra Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) atau disebut 
juga Pedagang Kaki Lima terutama di pusat-pusat dikeramaian aktifitas kota.  
Sektor informal merupakan unit usaha kecil maka modal yang diperlukan 
juga kecil bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan 
modal kecil tersebut orang-orang yang bekerja di sektor informal mampu 
mempertahankan hidupnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu 
jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang 
tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman 
serta ketrampilan yang sangat terbatas. 
Keberadaan PKL sebagai sektor informal di satu sisi dapat menjadi solusi 
bagi permasalahan sosial, khususnya di bidang penciptaan lapangan kerja. 
Kehadirannya merupakan representasi bentuk usaha mandiri masyarakat yang 
berbasis kerakyatan, akan tetapi di sisi lain, keberadaan PKL di pusat-pusat 
aktifitas kota justru menimbulkan permasalahan sosial dan teknis. Efek yang 
ditimbulkannya antara lain berupa terjadinya kemacetan lalu lintas, berkurangnya 
keindahan kawasan, pemakaian fasilitas secara elegal, penanganan persampahan 
yang kurang terencana serta rendahnya tingkat keamanan dan ketertiban kawasan, 
dan kedisiplinan PKL juga sangat rendah utamanya terhadap kebersihan. (Sumber 
: Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo). 
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Penyebaran PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan gejala kurang 
terkendali, yang berdampak beralihnya fungsi suatu kawasan dalam hal ini adalah 
kawasan Alun-alun. Kawasan alun-alun kota yang seharusnya menjadi pusat 
pemerintahan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RHT) beralih fungsi menjadi 
pusat perekonomian menengah ke bawah karena kawasan alun-alun tumbuh pesat 
menjadi ajang transaksi ideal bukan hanya bagi PKL yang terus meningkat tetapi 
juga munculnya gejala sosial lainnya seperti premanisme, gelandangan dan lain 
sebagainya. (Sumber : Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Sidoarjo). 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melihat keberadaan PKL di lingkungan 
alun-alun kota ini sangat mendesak untuk segera ditangani, paling tidak karena 
tiga alasan. Pertama karena PKL di lingkungan alun-alun kota ini terletak tepat di 
depan Kantor Bupati yang semestinya menjadi sentral pemerintahan dan menjadi 
kebanggaan warga Kabupaten Sidoarjo. Kedua dengan membiarkan 
perkembangan PKL yang terus bertambah di khawatirkan hal itu akan dapat 
menimbulkan preseden buruk bagi upaya penataan kota secara keseluruhan. 
Ketiga keberadaan PKL di lingkungan alun-alun kota sudah kelewat banyak 
jumlahnya, melewati ambang batas toleransi kemampuan lokasi ini untuk 
menampungnya, sehingga dalam beberapa kasus akibatnya menjadi kontra 
produktif. Kawasan ini menjadi semrawut dan kerusakan tanaman disekitar alun-
alun pun sulit dikendalikan. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun 
Sidoarjo bisa di lihat pada tabel berikut ini : 
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Data Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Sidoarjo 
Berdasarkan Jenis Dagangan 
No. Jenis Dagangan Jumlah (Pedagang) Prosentase (%) 
1. Makanan / Minuman 318 44,91 
2. Pakaian / Asesoris 214 30,22 
3. Sepatu / Sandal 39 5,50 
4. Kosmetik 6 0,84 
5. Koran / Majalah 6 0,84 
6. Mainan Anak 26 3,67 
7. Kerajinan 9 1,27 
8. Permainan / Hiburan 11 1,55 
9. Alat-alat Sekolah 21 2,96 
10. Alat-alat Rumah Tangga 10 1,41 
11. Alat-alat Elektronik 33 4,66 
12. Alat-alat Pertukangan 15 2,11 
Jumlah 708 100 
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo 2010 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah Pedagang Kaki 
Lima (PKL) di Alun-alun Sidoarjo berjumlah 708 orang dengan di dominasi oleh 
pedagang makanan / minuman berjumlah 318 dan paling sedikit oleh pedagang 
kosmetik dan koran / majalah berjumlah 6 orang. Maka dapat dilihat bahwa 
jumlah PKL di Alun-alun Kota Sidoarjo jumlahnya sudah kelewat banyak dan 
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melampaui abang batas toleransi lokasi ini untuk menampungnya. Sedangkan 
Alun-alun Sidoarjo sendiri memiliki luas sebesar ± 3,8 hektar. 
Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Sidoarjo bersih dan 
indah serta pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perubahan kondisi kawasan Kota khususnya 
Alun-alun Kota Sidoarjo, dengan melakukan beberapa perencanaan pembangunan 
yaitu penambahan Ruang Terbuka Hijau, pemeliharaan dan perbaikan taman-
taman yang sudah ada, pemagaran dan penataan sebagian PKL di alun-alun 
supaya kelihatan indah, teratur dan nyaman. 
Dari segi hukum kehadiran PKL di sekitar lingkungan Alun-alun Kota 
yang memanfaatkan sebagian ruang publik jelas hal itu tidak mungkin terus 
dibiarkan berlarut-larut karena akan berpotensi melanggar hukum dan 
mengganggu ketertiban. Suasana kumuh, kesemrawutan, gelantungan spanduk 
yang tak beraturan, tikar-tikar yang berserakan, semuanya mungkin terasa tak 
sedap dipandang mata. Tetapi, sekedar menggusur PKL dan menyita barang 
dagangan mereka tanpa ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk pembinaan dan 
penanganan yang komprehensif, niscaya tidak akan pernah menyelesaikan 
masalah. Untuk menata dengan baik PKL di lingkungan Alun-alun Kota Sidoarjo, 
karena itu yang dibutuhkan adalah sebuah konsep dan model penanganan yang 
benar-benar komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil kebijakan untuk permasalahan 
pedagang kaki lima (PKL) dengan melihat pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, UU Nomor 24 
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Tahun 1992 tentang penataan  ruang, Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, dan Perda Nomor 7 Tahun 
1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
Dalam mewujudkan kawasan kota yang bersih, indah, nyaman dan tertib, 
Pemkap Sidoarjo membuat kebijakan dengan melakukan penataan PKL yang 
berada di kawasan Alun-alun Sidoarjo dengan melakukan relokasi beberapa dari 
PKL yang ada. Sebagian PKL yang ada di kawasan Alun-alun Sidoarjo direlokasi 
ke GOR Delta Sidoarjo. 
Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang dan melihat 
kondisi pedagang kaki lima (PKL) Alun-alun Sidoarjo, maka hal ini mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul 
penelitian “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui “Bagaimana 
implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR 
Delta Kabupaten Sidoarjo ?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut 
diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan relokasi 
Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
a. Bagi Penulis  
Merupakan alat atau sarana yang baik untuk menerapkan dan 
mengembangkan teori yang sudah diperoleh sehingga dapat 
membandingkan teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. 
b. Bagi Instansi 
Memberikan gambaran mengenai karakteristik dan permasalahan yang 
dihadapi PKL sebagai masukan positif untuk Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo sebagai pihak yang berkompetensi dalam penelitian dan 
dalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima. 
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c. Bagi Universitas  
Sebagai tambahan kajian dan literatur bagi pihak terkait/mahasiswa 
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